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1. PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi
pengelolaan data perpajakan. Salah satu implementasi nyata dari upaya tersebut adalah
penerapan Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem administrasi
perpajakan terintegrasi yang mencakup proses pelaporan, validasi data, dan administrasi

wajib pajak secara menyeluruh berbasis teknologi.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas transaksi lintas negara memiliki
tingkat kompleksitas yang tinggi, khususnya dalam penerapan fasilitas tarif 0% berdasarkan
ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam konteks manual book
ini, transaksi yang menjadi acuan adalah pembayaran imbalan jasa kepada Wajib Pajak Luar
Negeri (WPLN) yang berdomisili di Amerika Serikat, di mana dapat menggunakan tarif P3B
Indonesia - Amerika Serikat yang berlaku efektif sejak 1 Februari 1997 serta tata cara
penerapannya mengacu pada PMK Nomor 112 Tahun 2025 yang berlaku efektif mulai masa
pajak Januari 2026. Proses ini memerlukan ketelitian dalam verifikasi dokumen, meliputi
Certificate of Domicile (CoD), Formulir DGT, serta pembuktian status beneficial owner, dan

keakuratan pengisian data dalam sistem Coretax.

Berdasarkan observasi di PT Jovindo Solusi Batam, terdapat perbedaan pemahaman
antar staf dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 26 yang berpotensi menimbulkan
ketidaksesuaian dan keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut mendorong perlunya
penyusunan panduan operasional yang seragam, sistematis, dan mudah dipahami. Manual
book ini bertujuan untuk menyediakan pedoman teknis yang dapat digunakan sebagai
sarana pembelajaran mandiri bagi karyawan baru maupun peserta magang, sekaligus
meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan
yang berlaku. Adapun ruang lingkup manual book ini mencakup identifikasi jenis
penghasilan dan penentuan tarif, verifikasi dokumen pendukung, pemilihan kode objek
pajak, penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui Coretax, pembuatan Bukti
Pemotongan Non-Residen (BPNR), hingga pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi secara

sistematis sesuai ketentuan yang berlaku.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 mengatur mekanisme perpajakan lintas negara
secara adil dan menghindari pajak berganda,dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal
32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terakhir diubah dengan UU No. 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam praktiknya,
ketentuan domestik ini disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) selama persyaratan terpenuhi yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 141/PMK.03/2015 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018,
yang mensyaratkan penggunaan Certificate of Domicile (CoD) dan pengisian Formulir DGT
sebagai dasar pengenaan P3B. Ketentuan ini diperkuat melalui PMK Nomor
136/PMK.03/2023 terakhir diubah menjadi PMK Nomor 112/PMK.03/2025 vyang
menekankan penyederhanaan prosedur, integrasi data, dan penerapan sistem digital

Coretax Administration System dalam administrasi perpajakan.

Proses pelaporan PPh Pasal 26 dimulai dari identifikasi jenis transaksi dengan Wajib
Pajak Luar Negeri (WPLN), di mana ketentuan domestik menetapkan tarif umum sebesar
20% dari jumlah bruto. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Pajak
Penghasilan serta Pasal 8 P3B Indonesia-Amerika Serikat terkait Laba Usaha (Business
Profits), hak pemajakan atas transaksi jasa audit ini dialihkan sehingga tidak dikenakan
pajak di Indonesia, sepanjang WPLN tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
Untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak ini secara administratif pada sistem
Coretax, WPLN wajib memenuhi persyaratan substantif dan menyampaikan Certificate of
Domicile (CoD) atau Form DGT yang valid. Melalui sistem Coretax, data dokumen
pendukung tersebut akan divalidasi secara otomatis agar fasilitas pembebasan pajak dapat

diterapkan secara legal demi menghindari pemajakan berganda.

Efektivitas pelaporan PPh Pasal 26 dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap
regulasi serta konsistensi dalam penerapan prosedur kerja. Perbedaan interpretasi
terhadap ketentuan perpajakan dan penggunaan sistem digital dapat menyebabkan
ketidaksesuaian dalam pelaporan. Pedoman operasional yang sistematis diperlukan
sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan praktik profesional di bidang perpajakan.
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3. PEMBAHASAN

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 di PT Jovindo Solusi Batam dilakukan
melalui sistem Core Tax Administration System (Coretax) yang diterapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Secara umum, PPh Pasal 26 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang
diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia, meliputi dividen, bunga,
royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, dan jenis penghasilan lainnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebagai gambaran spesifik, manual book ini menguraikan proses pelaporan atas
transaksi pemanfaatan jasa audit yang diserahkan oleh perusahaan yang berdomisili di
Amerika Serikat. Sebelum melakukan penentuan tarif dan proses input pada sistem
Coretax, langkah awal yang paling krusial adalah melakukan penelaahan dokumen sumber
transaksi. Dokumen komersial berupa Invoice (faktur tagihan) dan Bukti Pembayaran
berikut ini menjadi dasar utama bagi staf pajak untuk mengidentifikasi jenis penghasilan,

subjek pajak, hingga saat terutangnya pajak.

International Certification PT Alpha Industrial Ind .
H i la Industrial Indonesia

Services Provider otce 8 NV ABG26 001 p|

P.O. Box 0011, USA Date: 06 Januari 2026 K Cem sia

Unied Staes of Amerca

PAYMENT VOUCHER

No: PVIDSI000123
Date: 08012026

BLLTO SERVICE LOCATION PAID TO: BANK DETAILS:

PT Alpha Industrial Indonesia PT Alpha ndustrial Indonesia International Certification Services
Attn Batam Faclity Provider
P.O. Box 0011, USA

United States of Amefica

arYy  seRvice DESCRIPTION AMOUNT (USD) e — < (USD)

1 Audit Program Service  Independent aud1  assass compliance of the 10,02325 P 0.023.2¢
At Progam Servoe (r5028) Payment for Invoice #INV-ABC26-001 PO #7PC018004 1002225
udit Program Service Y2025

Bank Charges ‘Standard Processing Fee 50.00
Subistal 10,02325

Tax (0.00%) a0 Total Voucher Amount: USD 10,023.25

Total Due USD 10,023.25
Amount in Words:
USD TEN THOUSAND TWENTY THREE AND TWENTY FIVE GENTS

BANK TRANSFER INFORMATION Currency Exchange Rate: 16,662.00

Issued By Checked By Approved By Received By

Gambar 1. Contoh Invoice dan bukti pembayaran WPLN
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)
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Keterangan Gambar: Dokumen yang ditampilkan di atas merupakan ilustrasi simulasi
transaksi untuk kebutuhan penyusunan manual book. Beberapa informasi sensitif seperti
nama entitas, nomor dokumen, serta nominal angka telah disamarkan demi menjaga

kerahasiaan data (confidentiality) PT Jovindo Solusi Batam dan pihak klien.

Berdasarkan dokumen invoice dan bukti pembayaran tersebut, diketahui secara
konkret bahwa objek pemotongan ini adalah penghasilan atas imbalan jasa audit yang
diserahkan oleh badan usaha asing asal Amerika Serikat. Dokumen inilah yang kemudian
digunakan oleh staf pajak untuk melakukan tahap berikutnya, yakni menentukan klasifikasi
objek pajak, menguji keabsahan dokumen administratif luar negeri, hingga melakukan
pelaporan di Coretax. Untuk memahami lebih detail langkah penentuan tersebut, alur di

bawah ini akan membedah proses identifikasi tarif hingga teknis pelaporannya.

a. Identifikasi Jenis Penghasilan dan Penentuan Tarif PPh Pasal 26
Tahap awal dalam pelaporan PPh Pasal 26 di PT Jovindo Solusi Batam adalah
mengidentifikasi jenis penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri
(WPLN) serta menentukan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima WPLN pada umumnya
dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, apabila
Indonesia memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara
domisili penerima penghasilan, tarif tersebut dapat diturunkan sesuai ketentuan P3B,

termasuk menjadi 0% untuk jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam perjanjian.

(1) Penentuan tarif pada jenis penghasilan

Penentuan tarif dilakukan dengan mengacu pada jenis penghasilan yang dilaporkan,

sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penetuan Tarif Pada Jenis Penghasilan

Jenis Penghasilan T?::n[:)c;n;:;t)i k Rerz:]ar:ﬁr'l;;r‘i/fal)BB Catatan Penting
Dividen 20% 5% —15% Bergantung persentase kepemilikan saham
Bunga 20% (10% yntgk 10% — 15% atau Tarif 10% khusus bunga obligasi sesuai PP No. 9
bunga obligasi) 0% Tahun 2021
Royalti 20% 10% - 15% Berbeda sesuai P3B masing-masing negara

Sewa dan Penghasilan
Sehubungan dengan 20% 10% — 15% Meliputi aset berwujud dan tidak berwujud
Penggunaan Harta
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. . Tarif Domestik Rentang Tarif P3B X
(el lCehEtias 2 (Tanpa P3B) (Umumnya) w

Imbalan Sehubungan Berlaku jika dikategorikan Business Profits dan
dengan Jasa, Pekerjaan, 20% 0% penerima tidak memiliki BUT di Indonesia serta
dan Kegiatan memenuhi syarat P3B

Hadiah dan Penghargaan 20% Sesuai P3B Bergantung pengaturan P3B negara mitra
Pensiun dan

Pembayaran Berkala 20% Sesuai P3B Dapat dibebaskan berdasarkan P3B

Lainnya

Premi Swap dan Mengacu ketentuan penghasilan keuangan
Transaksi Lindung Nilai 20% Sesuai P3B & pens g
Lainnya dalam P3B

g:‘nns:gia:nk{j;::z 20% Sesuai P3B Mengikuti pengaturan P3B yang berlaku

Tarif P3B yang tercantum dalam tabel di atas bersifat umum dan belum dapat
dijadikan acuan final dalam penentuan besaran tarif untuk setiap jenis penghasilan.
Wajib pajak tetap diwajibkan untuk melakukan verifikasi status negara mitra melalui

laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada alamat https://www.pajak.go.id/id/tax-

treaty. serta mempelajari isi dokumen P3B dengan negara domisili penerima
penghasilan yang bersangkutan (dalam konteks manual book ini adalah P3B
Indonesia - Amerika Serikat) guna mengetahui tarif yang telah disepakati secara resmi

oleh kedua negara atas masing-masing jenis penghasilan.

(2) Penentuan hak pemajakan dan tarif berdasarkan P3B negara mitra

Pastikan negara domisili WPLN merupakan negara mitra P3B Indonesia. Apabila
negara tersebut tidak termasuk dalam daftar negara mitra P3B, maka tarif P3B tidak
dapat diterapkan dan pemotongan PPh Pasal 26 dikenakan tarif umum sebesar 20%.
Verifikasi dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak pada alamat

https://www.pajak.go.id/id/tax-treaty.

o  cCdip

Tanggal Disahkan Tanggal Efektif
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Selanjutnya, klik ikon bendera pada halaman tersebut hingga muncul tampilan

berikut.

U m
Informasi Publik ~ Internasional Tema ~ Coretax DIP Edukasi Pajak *

Amerika Serikat

# Tax Treaty
Info

Status: Signed Date: Entry into Force: Entry into Effect:

Efective 11/07/1988 30/12/1990 01/01/1991

T @

(I

Gulir halaman ke bawah untuk menemukan dokumen Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Mitra

Amerika Serikat.

CONVENTION BETWEEN
THE CONVENTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
(As Amended by 1996 Protocol)

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF

13
. FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME .

Dokumen P3B tersebut menjadi acuan dalam menentukan tarif pajak yang berlaku,
mengingat setiap negara mitra memiliki ketentuan tarif P3B yang berbeda-beda
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Pemerintah Republik
Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) P3B Indonesia-Amerika Serikat,

diatur bahwa:

Pelaporan PPh 26 pada Coretax dengan Tarif P3B | 6
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"Laba suatu perusahaan Negara Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak
di Negara tersebut kecuali jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di Negara
Pihak lainnya itu. Jika perusahaan tersebut menjalankan usaha sebagaimana
dimaksud di atas, maka atas laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya tetapi hanya atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha tetap

tersebut".

2 pajakgo.id/id

@ [ I dJ p BERANDA | KONSULTAN PAIAX |

Article 8

BUSINESS PROFITS [

1. Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be
exempt from tax by the other Contracting State unless such resident
carries on business in that other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If such resident carries on business as
aforesaid, tax may be imposed by that other Contracting State on the
business profits of such resident but only on so much of such profits as
are attributable to the permanent establishment or are derived from
sources within such other Contracting State from sales of goods or
merchandise of the same kind as those sold, or from other business
transactions of the same kinds as those effected, through the permanent

establishment

>. Where a resident of one of the Contracting States carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State be atfributed to the

to such permanent establishment if such permanent establishment were

l permanent establishment the business profits which would be attributable @

(3) Identifikasi Kode Objek Pajak

Identifikasi klasifikasi penghasilan dan kode objek pajak dilakukan untuk menentukan
jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 serta kelayakan penerapan tarif
berdasarkan P3B. Penentuan klasifikasi penghasilan didasarkan pada substansi
transaksi yang sebenarnya, mengacu pada perjanjian P3B yang mendasari transaksi

dan ketentuan P3B yang relevan. Pemotong/pemungut Pajak wajib memastikan:

(1) Jenis penghasilan yang dibayarkan termasuk objek PPh Pasal 26 sesuai ketentuan
domestik;

(2) Kode objek pajak yang digunakan mencerminkan karakteristik penghasilan;

(3) Penghasilan diatur dalam ketentuan P3B sehingga memungkinkan penerapan
tarif berdasarkan perjanjian. Berikut daftar kode objek pajak sesuai jenis

penghasilannya:

Pelaporan PPh 26 pada Coretax dengan Tarif P3B | 7
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Tabel 2. Rincian jenis dan kode objek pajak

No. Jenis Penghasilan Kode Objek Pajak Keterangan

1. Dividen 27-101-01 Pembagian laba ke pemegang saham WPLN.
2. Bunga 27-102-01 Imbalan atas pinjaman atau utang.

3. Royalti 27-103-01 Imbalan penggunaan hak cipta/paten/merek.
4. Imbalan Jasa 27-104-01 Jasa Teknik, Manajemen, Konsultan, dll.

5. Hadiah/Penghargaan | 27-105-01 Hadiah dari undian atau kegiatan.

6. Keuntungan Aset 27-107-01 Pengalihan harta/aset di Indonesia.

Penerapan tarif berdasarkan P3B (dalam hal ini pembebasan pajak di Indonesia) tidak
terjadi secara otomatis dan hanya dapat dilakukan jika seluruh persyaratan formal
dan material terpenuhi. Jika klasifikasi penghasilan tidak sesuai atau tidak diatur
dalam P3B, pemajakan dilakukan berdasarkan ketentuan domestik PPh Pasal 26

dengan tarif umum sebesar 20%.

b. Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen

Setelah jenis penghasilan dan tarif yang berlaku telah diidentifikasi pada tahap
sebelumnya, langkah berikutnya adalah pengumpulan dan verifikasi dokumen
pendukung yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 26. Dokumen yang perlu
disiapkan meliputi kontrak perjanjian jasa, bukti pembayaran kepada WPLN, serta
Formulir DGT yang masih berlaku sebagai dokumen utama pemanfaatan P3B sesuai

dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

(1) Formulir DGT (Directorate General of Taxes)

Dokumen administratif utama yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak Luar Negeri

(WPLN) untuk dapat memanfaatkan fasilitas P3B adalah Formulir DGT.
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MINISTRY OF FINANCE OF THE REFUBLIC OF INDONESIA [EZZEEl TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

(ﬂ’sﬁ DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

1. Place and date of birth (dd/mm 3373 ’ r 21
2 The purpose of the transaction i to otiain the enett dwecty or mawectly || Yo [ %o | 122)
FORM DGT under the DTA that is contrary to the okject and purposes of the DTA
3. ATeyou acting &t an agent or & nominee? Yes o
Guidsace 4. Do you have a permanent home in Indonssia? Yes Ho
1. Thic form is to be completed by & person imdividual or non-indsvidual] that is a recident of & country /juricdiction that 5. What country/junisdiction do you ordinarily reside n?
i e Tamaton Agsesment (DTA math Indomecia & Hiave you ever resided in Tndonesiss e T
1f yes, what pericd (dd/mm 2 / ! o ] /
3 = Please provide the address
peacion fund, 7. Do you have an office or any other place of businsss in Indonesia? [Jve= [Jwe

mplete only page 1

9 For an individusl, complete PART I and PART I1 on page 1 and PART IV and PART VL on page

3 Fe - 2. complete PART I and PART I on page. % and PART V ama
PART VIon page 2

Al parviculars in the form

certified by the Competen:

Ifyes, plesse provide the address

[EZ=TXl TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL

1 tryfjurisdiction (28
sdiction where the place or (28
the head office: (30)

omplessd | Thiz form must be

a the branch, office, of other place of busimess in Indonasia (f any):
(31)

1) 5. The non individual has relevant ccomomic substance either in the non-
2) individual's establichment or the transaction itself. [dves e (32)

3) 6. The non-mdividusl has the same lagal form and economic substance sither
) in the non s establishment or the itself, [ es [ o (33)

ntact Numb s ] 7. The non-individusl has its own msnsgement to carry on the business and
such management has an independent discretion. [Jves [ (34

TERTIFICATION DY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE 8. The non-individusl has sufficient assets to carry on the business other than
COUNTRY OF RESIDENCE = ner from Indonesia. O [ SR

nt and qualified personnels to carry on the

[dves e (386)

For the purpose of tax relief, ereley confirmed that the taxpayer mentioned in Part 11 & tax resident of

(7) from 18), (@) to 10), (11) 10 fvidual has business activity other than recewing diidend,

within the meaning of the DTA concluded between Indonesia and \12\ interast, and)/or royalty sourced from Indonssia. Yes [ Ne (37)
11. The purpose of the transaction is to obtmin the benefit directly or indirectly
under the DTA that is contrary to the objact and purposes of the DTA Yes [INo (39
i 12, The non-individual is acting as an agent, nomnes, or conduit ¥ H No  (39)
(13) (14) —f—i—i15) 13. The non-individual has a controlling right or disposal right on the income or
Name & siznature of the Competent Authority or Capacity/ designation Place, date the assets or the at generate the in [dves [ne (40}
authorized representative or authorized tax office of the signatory {mm/dd /) 14, No more than 50 percent of the non-indsvid, me is used to satisfy any
claim by another person. Yes [[No (1)
(16) 15. The non-individual assumes risk on its own as =bilities, or capital. Yes [ |No  42)
16. The non-individual has an obligation to transfer the income received to a
[EZ=S¥THl DECLARATION BY THE INCOME RECIFIENT (BANKING INSTITUTION OR FENSION FUND resident of third country/jurisdiction. [Jves [Jwe @3
Tdeclare that |EZEkEl DECLARATION BY THE INCOME RECIPIERT
1. the income recipient is not an Indonesian resident taxpayer
2. thed is arasident of tax purposes pursuant to the applicabls DTA; Idaclare that [ have examined the informstion provided in this form and it is trus, corvact, and complate to
3. the purposs of the transaction is not 1o obtein the bensit undsr the DTA dirsctly or indisctly that is the bast of my knowladge and belief.
contrary to the object and purposes of the DTA; I further declare that || T am neither an Indonesian resident taxpayer nor will I be an Indonesian resident

o

. in relation with the sarned income, the income recipient is not acting as an agent, nomines, or conduit; taxpayer during the period mentioned in Part I1 (44)

the beneficial owner is neither an Indomesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the [ the income recipient is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident
other than that in Part; and taxpayer of the country/ jurisdiction other than that mentioned in Part I (45)

6. 1 have eramined the mformation stated on this form and it is tru, correct, and complete to the best of my

Enowledge and belief.

(18) ' _19) (20 (45) S ———
Signature of the incoms recipient oy individual  Flace, date dd,m,wmu Capacity/designation Signature of the income recipient or individual  Place, date (dd/mm /yy¥y) Capacity/designation
authorized to sign for the income recipient of the signatory authorized to sign for the income recipient of the signatary
This form i available and can be on www pajak o id This form i available and can be on jak poid
Page 1 Page2

Gambar 2. Form DGT

Sumber: (DJP, 2021)
Formulir DGT merupakan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang wajib
diisi dan ditandatangani oleh WPLN untuk membuktikan status residensi, pernyataan
pemenuhan kriteria beneficial owner, serta tidak adanya indikasi penyalahgunaan
P3B. Setelah dokumen ini diterima dari pihak WPLN asal Amerika Serikat, pemotong
pajak di PT Jovindo Solusi Batam harus melakukan pengujian kelayakan fisik dan

substansi dokumen tersebut.

Tabel 3. Pengujian kelayakan form DGT

Part & Angka Tujuan Penelitian (Standardisasi Konsekuensi & Risiko
Form DGT Konsultan) CIEL

A. WPLN Bank dan Dana Pensiun

No | Aspek yang Diteliti

Identitas Penerima | Part | (Angka 1— Mema.lstikan identitas dan nomor TIN
1 . sesuai dengan dokumen

Penghasilan 6) _

pendukung/invoice.

Membuktikan status residen melalui | Tidak memenuhi
tanda tangan otoritas atau lampiran | persyaratan  formal
SKD/CoR asli. penerapan P3B.
Memastikan masa berlaku Form DGT
mencakup saat penghasilan terutang
(maks. 12 bulan).
Menentukan apakah entitas berhak atas
tarif khusus/pembebasan bagi Bank/Dana
Pensiun.

Pemajakan sesuai
ketentuan (PPh 26).

Pengesahan Part Il (Angka 7—
Otoritas / CoD 16)

Periode Part Il (Angka 8—
Keberlakuan 11)

Manfaat P3B gugur
periode terkait.

Risiko salah
penerapan tarif P3B.

Klasifikasi ~ Entitas | Part Il (Angka
Khusus 17-20)

Form DGT  tidak
memenuhi
persyaratan
penerapan P3B.

Menjamin Form DGT ditandatangani oleh
pihak WPLN vyang berwenang secara
hukum.

Keabsahan Tanda | Part Il (Angka
Tangan 18-20)
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No

Aspek yang Diteliti

Part & Angka
Form DGT

B. WPLN selain Bank dan Dana Pensiun

Tujuan Penelitian (Standardisasi
Konsultan)

Konsekuensi & Risiko
Pajak

1. Penelitian Formal

Part | (Angka 1-

Verifikasi bahwa WPLN berdomisili di

P3B ditolak; PPh 26

6 Identitas & Domisili 6) negara mitra P3B Indonesia yang sah. tarif 20%.
Validasi Otoritas & | Part Il (Angka 7— Verifikasi tan.dé fangan otoritas - atau Form DGT tidak dapat
7 Digital 16) keabsahan digital (Barcode/QR) pada diproses
J lampiran SKD. P )
3 Periode Form DGT Part Il (Angka 8- Menyelaras-kan tanggal .pe.ngesahan/SKD P'3B tidak  dapat
11) dengan periode transaksi di Coretax. diterapkan.
9 Bentuk Subjek | Part IV atau Part | Menentukan jalur pengujian lanjutan | Risiko salah  jalur
Pajak Y (Individu di Part IV atau Badan di Part V). klasifikasi.

2. Penelitian Status Subjek Pajak

10

Domisili Individu

Part IV (Angka
21-27)

Memastikan individu  bukan  SPDN
Indonesia atau penduduk negara non-
mitra.

Hak pemajakan penuh
milik Indonesia.

11

Pengendalian
Badan

Part V
28-31)

(Angka

Menentukan tempat kedudukan
manajemen efektif (Place of Effective
Management).

Domisili
diakui.

pajak tidak

3. Penelitian Anti Treaty Shopping

12

Main Purpose Test
(Individu)

Part IV (Angka
22)

Menguji apakah skema transaksi hanya
bertujuan memperoleh manfaat pajak
(Anti-Abuse).

Manfaat P3B ditolak.

13

Motif Struktur &
Transaksi

Part V
38)

(Angka

Menilai motif ekonomi riil di balik struktur
pendirian badan usaha.

Manfaat P3B ditolak.

4. Penelitian Pemenuhan Persyaratan P3B (Substansi)

14

Aktivitas Bisnis Riil

Part V
32-37)

(Angka

Menguji keberadaan aset, pegawai, dan
biaya operasional yang memadai di negara
asal.

Dianggap perusahaan
boneka (Shell
Company).

5. Penelitian Status Beneficial Owner

lain (Conduit Test).

15 Status  Agen /| Part IV (Angka | Memastikan penerima adalah pemilik | P3B ditolak; PPh 26
Nominee 23) manfaat sebenarnya, bukan perantara. tarif 20%.
- Menilai apakah entitas memiliki hak -
Kepemilikan Part V (Angka . . . Gagal kriteria
16 . penuh untuk menikmati penghasilan .
Penghasilan 39) Beneficial Owner.
tersebut.
. Menguji apakah entitas menanggung o
Pengendalian Part V (Angka . ) o2~ | Gagal kriteria
17 . risiko ekonomi atas aset yang dimiliki -
Risiko 40-42) Beneficial Owner.
(Substance over Form).
Kewajiban Part V (Angka Memastikan tidak ada' kewaj{ban Dianggap transaksi
18 meneruskan >50% penghasilan ke pihak
Penerusan Dana 43) perantara.

(2) Certificate of Domicile (CoD) / Certificate of Residence (CoR) Amerika Serikat

Apabila bagian sertifikasi pada Part || Formulir DGT tidak ditandatangani oleh otoritas

pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service / IRS), maka WPLN wajib

melampirkan dokumen Certificate of Domicile (CoD) atau Certificate of Residence

(CoR) resmi sebagai dokumen pendukung pengganti tanda tangan tersebut.
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DEPARTMENT OF THE TREASURY
INTERNAL REVENUE SERVICE

EXAMPLE CITY, EC 00025

CERTIFICATION

Date: January 02,2026

Taxpayer: International Certification Services Provider
Tax Identification Number (TIN): 12-052180
Tax Year: 2026

1 certify that, based on the records of the Internal Revenue Service, the above-named
entity is an organization described under Section 501(c) of the Internal Revenue
Code.The organization is generally exempt from U.S. federal income taxation under
Section 501(a) of the Internal Revenue Code. For U.S. tax purposes, the entity is
treated as a non-resident organization with respect to services rendered outside the
United States.This certification is issued for documentation and reference purposes

only, including support for commercial tr: ions and internal pli records.

Sincerely,

Authorized Officer
Director, Accounts Management

Internal Revenue Service

Gambar 3. Certificate of Domicile (CoD) WPLN
Sumber: Diolah oleh penulis (2026)
Keterangan Gambar: Dokumen yang ditampilkan di atas merupakan ilustrasi simulasi
transaksi untuk kebutuhan penyusunan manual book. Beberapa informasi sensitif
seperti identitas, nomor dokumen, serta Tax ldentification Number telah disamarkan
demi menjaga kerahasiaan data (confidentiality) PT Jovindo Solusi Batam dan pihak

klien.

Dokumen ini memuat data krusial seperti identitas, TIN, dan masa berlaku yang wajib
divalidasi oleh pemotong pajak. Pengujian kualitas dokumen pada gambar di atas

secara sistematis dirinci dalam tabel kelayakan berikut:

Tabel 4. Syarat Kelayakan SKD

Kriteria Pengujian
SKD

Standar Verifikasi Parameter Kelayakan Akademik

Harus diterbitkan oleh Competent . " .
1 Otoritas Penerbit | Authority atau kantor pajak pusat negara Memastikan legitimasi sumber
' . 4 pajakp & dokumen (bukan instansi lokal).
mitra.
) Bahasa & Format Menggunaka.n. Bah.a.sa Inggrls sesuai Mer’r_wdahk.an |dent|f|.ka5| data oleh
standar administrasi internasional. otoritas pajak Indonesia.
- Menya}pkan dokum‘e.n. asli fotpkop! Memastikan dokumen tidak
3. Orisinalitas legalisir, atau memiliki kode verifikasi . e
digital mengalami modifikasi tidak sah.
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1)

Kriteria Pengujian
SKD

Standar Verifikasi

Parameter Kelayakan Akademik

4 Pernyataan Memuat klausul eksplisit mengenai | Menentukan hak pemanfaatan Tax
' Residen status tax resident di negara asal. Treaty Indonesia.
5. Identitas Subjek Nama dan alamat haru's se.Iaras dengan Menghindari kesalahan identitas pada
data pada kontrak dan invoice. sistem Coretax.
6 Nomor Identitas Mencantumkan Tax  Identification | Digunakan sebagai basis data dalam
' (TIN) Number (TIN) yang valid. profil WPLN di sistem perpajakan.
7 Masa Berlaku Me.ncanturr}k-an tahun  pajak . atau | Tanggal terutang pajak wfaj!b berada
periode validitas dokumen secara jelas. dalam rentang periode validitas.
Dilengkapi pengesahan resmi otoritas
. . € p. pens Menjamin aspek formalitas dan
8. Pengesahan Resmi | pajak, baik secara manual maupun . .
elektronik keaslian dokumen secara yuridis.

Apabila seluruh dokumen administratif di atas baik Formulir DGT maupun
dokumen pendukung Certificate of Domicile (CoD) telah dinyatakan valid dan
memenuhi seluruh kriteria kelayakan, maka wajib pajak dapat melanjutkan ke
tahapan berikutnya, yaitu pelaporan Surat Keterangan Domisili (SKD) melalui sistem

Coretax.

Proses perekaman dan pelaporan SKD ke dalam sistem Coretax ini bersifat mutlak
dan harus dilakukan oleh pemotong pajak guna memperoleh nomor tanda terima e-
SKD yang sah. Tanpa adanya pelaporan dan penerbitan nomor e-SKD secara digital
oleh sistem Coretax, pemotong pajak secara sistematis tidak akan dapat mengakses
atau memilih skema tarif preferensial P3B (tarif 0% atau pembebasan pajak) pada
saat pembuatan bukti potong PPh Pasal 26, sehingga transaksi tersebut akan

otomatis terkunci pada tarif domestik sebesar 20%.

Input Data Untuk Penyampaian Surat Keterangan Domisili (SKD) ke Sistem Coretax

Login ke halaman Coretax. Pembuatan SKD dapat dilakukan langsung menggunakan

akun Coretax wajib pajak badan atau dari akun PIC/kuasa.

CwRE

Login

D Pengguna

Kata Sand

Pemilihan Bahasa

B -

Lupa Kata Sandi?JE)

Core
Tax
Administration
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2) Selanjutnya pilih menu Layanan Wajib Pajak - Layanan Administrasi - Buat

Permohonan Layanan Administrasi.

Portal Saya ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan * Pembayaran ~ Buku Besar JETR) TR Manajemen Akses ~

e-Faktur eBupot ~

Buat Permohonan Layanan Administrasi

SJAGA'DATA! e "l iomas i ser
3) Kemudian, pilih jenis layanan AS.03 Surat Keterangan Domisili > kategori sub-

layanan AS.03-03 SKD Wajib Pajak Luar Negeri. Akan muncul pop-up window, klik

Rekam Kasus Baru.

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot ~ Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan v Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Jenis Pelayanan Wajib Pajak
i LAYANAN 6
= a3 et W PERMOHONAN LAYANAN

PAJAK
B~ ADMINISTRASI
|:> AS.03-03

Kategori Sub-Layanan

Q

AS.03-01

AsO1

AS02 ek
: AS.03  Surat Keterangan Domisili

4) Setelah masuk ke halaman Detail Kasus - submenu Alur Kasus. Pada blok Informasi

Umum, kemudian input nomor serta tanggal CoD atau CoR sesuai dengan dokumen
Certificate of Domicile milik mitra luar. Pada bagian data atau profil

pemotong/pemungut akan terisi otomatis.

~  Surat Pemberitahuan (SPT) ~ Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

Detail Kasus FCALC

Perekaman Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN)

INFORMASI UMUM

LA.03 Surat Keterangan Domisili

LA.03-03 SKD Waijib Pajak Luar Negeri

Daring (Portal Wajib Pajak)

pilih Kasus Lair e PR

mor Formulir Permohonan/Nomor 1

5) Pada bagian profil atau data pemotong/pemungut akan terisi otomatis.

PROFIL PEMOTONG/PEMUNGUT - DATA PEMOTONG/PEMUNGUT

NPWP/NIK Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara
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6) Pada bagian Subjek Pajak, pilihlah sesuai dengan WPLN (contoh data di atas yaitu

Non-Individu)

SUBJEK PAJAK

Alur Kasus. ibyek Pajak

DJP_FORM

BAGIAN | - PENERIMA PENGHASILAN E

7) Proses berlanjut dengan pengisian detail pada DGT Form. Ada tiga bagian yang
harus diperhatikan, mulai dari rincian penerima penghasilan, validasi otoritas pajak
asing, hingga pernyataan dari Anda selaku pemotong. Selaraskan data input dengan

formulir DGT milik WPLN.

Portal Saya ~ e-Faktur eBupot v Surat Pemberitahuan (SPT) * Bantuan ~ Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ~ Manajemen Akses ~

P22055131511 Perutean Kasus

Detail Kasus FCAL_01_8 RG_55_FORMO07 !
DJP_FORM a

Alur Kasus BAGIAN | - PENERIMA PENGHASILAN

Komponen yang D x Identification Number WPLN

)l WPLN Amerika Serikat

8) Setelah selesai mengisi bagian DGT Form, maka lanjut dengan melampirkan file

DGT-1 dan CoD/CoR yang diberi oleh WPLN.

UNGGAH DOKUMEN

Unggah File Lampiran (DGT-1 dan Unggah Dokumen

CoR/CoD)*

9) Pastikan kelengkapan isian formulir serta lampiran dokumen Anda, kemudian pilih

Simpan - Refresh Pemenuhan Kewajiban Perpajakan untuk mengakhiri sesi

”

pengisian data hingga muncul notifikasi “Success

=Y . QS l

TAXPAYER TAX_CLEARANCE

STATUS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
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10) Pada bagian bawah status kepatuhan terdapat Dokumen Keluar — CTAS, pilih Create

PDF dan isilah data sesuai kolom tahun, lalu klik simpan.

Dokumen Keluar - CTAS

[ALO2_FORMD01-AL.02.2.03] Permohonan Surat Keterangan Domisili SPDN]

11) Setelah Create PDF maka isi pernyataan pada tabel yang tertera, lalu pilih kirim.

12) Selanjutnya akan muncul notifikasi Success, akan ada menu download untuk

mengunduh surat Permohonan Penerbitan SKD. Maka lanjut pilih Sign untuk tanda

tangan pada SKD.

Buat Ulang Dokumen

13) Setelah mengisi tanda tangan, maka pilih next pada bagian paling bawah dan
tunggu sekitar 10 untuk memilih menu Lanjut. Setelah selesai akan muncul kasus
ditutup yang berarti data sedang selesai diproses selama 12 jam atau 1 hari.

14) Dokumen SKD yang telah selesai diproses akan muncul pada sub menu dokumen
dan dokumen tersebut dapat di unduh

Detail Kasus
- 200 -

Nama Asli 11 Tanggal Dokumen 11 Axtif 11

1 Terurishat di eFiling 11 Kata Kur
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d. Membuat Bukti Potong Non-Residen

1) Pada halaman utama pilih menu eBupot - pilih sub menu BPNR.

Portal Saya ~

e-faktur REWSRRY Surat Pemberitahuan (SPT) ~  Bantuan *

Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Waiib Pajok =  Manajemen Akses ~

Lindungl dirl Anda darl penyalahgunaan data
dengan langkah sederhana berikut:

ur e n - Pembayaran ~ Buku Besar Layanan Wajib Pajak = Manajemen Akse:
= Ty © i s
EBUPOT BPNR NOT ISSUED
B impor data ~
BPNR
e - D00 -
Te Tert Masa Pajak 1] Nomor Pemotongan 1] Status Status Tanda Tangan Elektronik 1| NITKU/Non
Desember 2025 X~

3) Pada tabel Informasi Umum, isilah masa pajak dan bagian status akan terisi secara

manual (Normal atau Pembetulan)

Informasi Umum

4) Pada tabel Perhitungan Pajak Penghasilan, kolom nama fasilitas dengan opsi Surat
Keterangan Domisili (SKD), kolom Receipt Number di isi dengan nomor SKD yang
sudah diterbitkan sebelumnya, kolom Nama Objek Pajak sesuaikan dengan invoice

sebelumnya dengan acuan Tabel 2.

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas* Surat Keterangan Domisili (SKD) X v
Receipt Number SKDWPLN-USA/12/CT/2026/2255

NPWP* 12-052180

Name* nternational Certification Services Provider

Nama Objek Pajak* Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan, dan Kegiatan ~
Jenis Pajak* Pasal 26

Kode Objek Pajak 27-104-01

Sifat Pajak Penghasilan® Final

5) Selanjutnya isi kolom penghasilan bruto dengan nominal yang tertera pada invoice

dalam nominal rupiah (cek kurs pajak = https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-

publik/kurs-pajak) , kolom tingkat penghasilan neto dan tarif di isi secara manual.

167.929.530,50
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6) Pada tabel Dokumen Referensi, isi seluruh kolom sesuai dengan invoice yang telah

diserahkan oleh WPLN sebelumnya.

Dokumen Referensi ~

enis Dokumen* Bukti Pembayaran e
#INV-ABC26-001

01-01-2026

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi Please ect v

7) Setelah selesai mengisi seluruh kolom dengan benar dan seusia lanjut maka klik

Submit, namun jika ingin melakukan perubahan maka bisa pilih Simpan Konsep.

8) Bukti potong yang telah di Submit akan muncul pada menu eBupot BPNR di sub
menu Belum Terbit. Untuk menerbitkan bukti potong tersebut lakukan centang di

samping kiri bukti potong = pilih Terbitkan pada pojok kanan atas.
 |[ee— mrEm

B Impor data ~
BPNR

|:> Belum Terbit u n u ¥

Masa Pajak 1] Nomor Pemotongan 1] Status Status Tanda Tangan Elektronik 1| NITKU/Non

|:> Januari 2026

fak ada data yang dit

9) Selanjutnya akan muncul pop up Sign Document, maka isi lah kolom tersebut lalu

pilih Konfirmasi Tanda Tangan.

Tanda Tangan

Tangan

10) Bukti potong yang telah ditandatangani akan masuk pada sub menu Telah terbit.

© XML Monitoring
EBUPOT BPNR ISSUED

BPNR

- 000 ~

Telah Terbit Masa Pajak 1| Nomor Pemotongan 1| Status Status Tanda Tangan Elektronik T/  NITKU/Nomor Identita

LT —r———— —

1A ot : —
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e. Pelaporan SPT Masa Unifikasi.

1) Pada tampilan awal pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) = pilih sub menu Buat

Konsep SPT terdapat langkah 1 Pilih Jenis Pajak = pilih PPh Unifikasi - klik Lanjut.

Portal Saya - e-Faktur eBupot - [ENETSUMMIEURY Bantuan - Pembayaran - Buku Besar Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses -

whuinhuzn (sPT)
= m |

- e
u PPh Pasal 25 bagi |:> PPh Unifikasi

Wajib Pajak Masuk
Bursa atau

Waijib Pajak Lainny
a

= I

2) Langkah 2 Pilih Periode Pelaporan SPT, isi Periode dan Tahun Pajak - klik Lanjut.

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

Periode dan Tahun Pajak *

|:> Januari 2026 X v

3) Langkah 3 Pilih Jenis SPT, isi model SPT = pilih Buat Konsep SPT.

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

@ Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ~ : SPT Masa PPh Unifikasi
PEM&éI’\.ILAN Periode dan Tahun Pajak :  Januari 2026

Model SPT *

o 4 |:>\ Normal X v
- £ 2 - Kembali = @ Buat Konsep SPT

4) Setelah selesai, draft konsep SPT yang telah dibuat akan muncul pada tabel Konsep

SPT. Pilih edit (ikon pensil) untuk melanjutkan mengisi SPT.

B> Buat Konsep SPT

ayaran
- @300 -
Jenis Pajak T| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak T| Masa Pajak T|
Pilih Jenis Pajak v Pilih Jer urat Pemberitahuan Pajak v Pilih Masa Pajak
= 2 PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Januari 2026
Lihat
f 1 10 Vv
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5) Pada tab Daftar-I, cek Masa Pajak dan NPWP. Selanjutnya terdapat Daftar Bukti
Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar yang berisi

Tabel I. BPPU yang telah di terbitkan dan Tabel Il. BPNR yang telah diterbitkan.

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAL PEMUNGUTAN PPh UNIFIKAS] BERFORMAT STANDAR

¢ TABEL L BPPU

- 300 v
-

NIKNPWP ] HamA 1] ”““'“]‘,'I'm TANGGAL BUKTI POTONG 1 JEnis pRIAK 7] KODE ORIEK PAJAK. | OBJEK PAIAK 1] e

o
7 ¥ 7 B s s 7

¢ TABEL Il BPNR

- 300 -

No. NIK/NPWP | NAMA T| ”""’“"'{I""“’”‘ TAMGGAL BUKTI POTONG 1] JENIS PAIAK T] KODE OBJEX PAIAK | OBJEKPAIAK T| ]

=
6) Pada tab Daftar-Il, cek Masa Pajak dan NPWP dan terdapat Daftar PPh Unifikasi
Yang Dibayar Sendiri Dan/Atau Disetor Sendiri yang berisi Tabel I. Daftar PPh Yang

Dibayar Sendiri Dan/Atau Disetor Sendiri.

7 TABEL . DAFTAR PPh YANG DIBAYAR SENDIRI DAN/ATAU DISETOR SENDIRI

- 300 -
.

JENIS PAJAK 7] KODE ORJEK PAJAK T| OBIEK PAIAK T] m‘“"i:“f MN N pAJAK TARIE (%) T| PAIAK """‘Tml e FASILITAS PERPAJAKAN T
2
v v Fillh OBJEK PAJK ~ v v Y ~
Ticak sda data yang ditemukan.
JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ]
JUMUAH PPh YANG HARUS DIBAYAR ]
€« < > » v

' TABEL I DAFTAR PAJAK PENGHASILAN - PEMBAYARAN KUMULATIE

- 300 -
-

JENIS PAJAK T KODE OBJEK PAJAK T | OBJEK PAJAK T WKT:;ENIT"W" TARIF (%) T] e FASILITAS PPH |
v v OBJEK PRI v 4 Y Y ASPRH v

Ticak ada data yang ditemukan

7) Pada tab Lampiran-I, terdapat Daftar Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Bukti

Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar.

DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN BUKTI PEMOTON UNGUTAN S| BERFORMAT STANDAR

' TABELL ATC

- 300 -
.

NIK/NPWP PENERIMAPEN  NAMA PENERIMA PENGHA  IDENTITAS AKUN PENERIM

PENG  NAMA IDENTITAS AKUN PEMBERI
GHASILAN T| SILAN T) APENGHASILAN T| HASILAN T] LAN T| PENGHASILAN T| e e
Y Y Y Y Y ' Y ¥
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8) Pada tab Induk terdapat 3 tabel yaitu Identitas Pemotong (sudah terisi otomatis),
Pajak Penghasilan (data pelaporan pajak dalam satu bulan yang telah diterbitkan),
Pernyataan Dan Tanda Tangan, centang bagian pernyataan dan di lanjut Bayar dan
Lapor.

SPT MASA PPH UNIFIKASI

\/ A IDENTITAS PEMOTONG

Januari 2026 v

PAUAK PENGHASILAN
nO DT PR DITANGGUNG PEMERINTAN JUMLAN PP% DIBATAR
SETOR SENOWRI PEMOT(

JUMLAM PP DIBAY)

I:> 7 C.PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Epengan akan segala akil ksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bah
atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

© Weilb Pajak Kuasa Waijib Pajak

9) Sebelum data SPT Masa PPh Unifikasi di lapor, akan diminta untuk Tanda Tangan
Dokumen. Isi seluruh data yang diminta lalu pilih Simpan. Jika muncul notifikasi
Success maka silahkan pilih Konfirmasi Tanda Tangan, dan akan ada notifikasi

Success.
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Tanda Tangan Dokumen

10) Setelah selesai kode billing secara otomatis akan terdownload dalam bentuk PDF

dan menunggu pembayaran untuk PPh Unifikasi.
o % O

Recent download history

:> [~ BILLING_CODE (]

79.8 KB « Done

11) Setelah PPh Unifikasi dibayarkan, PPh Unifikasi akan berpindah ke sub menu SPT

Dilaporkan.
o L
Prksas - 300 -
Jonis Pajak 1} Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1| Masa Pajak 1] NOP
.o}

12) Kita dapat melihat pembayaran PPh Unifikasi pada tanda unduh di file PPh Unifikasi,
maka Bukti Pembayaran Elektronik akan terdownload dalam bentuk PDF. Pada
kotak merah gambar PDF, dapat mendownload PPh Unifikasi yang telah
disampaikan.

Jenis Pajak 1| Jenis Surat Pemberitahuan Pajak 1| Masa

I8 —

® ﬁﬂ PPh Unifikasi SPT Masa PPh Unifikasi Janua
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4. KESIMPULAN

Penyusunan Manual Book Pelaporan PPh Pasal 26 menggunakan tarif P3B Indonesia
dan Amerika Serikat pada Sistem Coretax merupakan panduan teknis yang disusun
berdasarkan praktik di PT Jovindo Solusi Batam guna membantu pelaporan perpajakan
internasional. Panduan ini dirancang secara sistematis dengan mengacu pada regulasi
domestik terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP), PMK Nomor 112 Tahun 2025, serta ketentuan hukum
internasional Pasal 8 ayat (1) P3B Indonesia-Amerika Serikat mengenai Laba Usaha
(Business Profits). Melalui landasan hukum tersebut, transaksi imbalan jasa audit oleh
korporasi Amerika Serikat dialihkan hak pemajakannya sepenuhnya ke negara domisili,
sehingga dibebaskan dari pemotongan pajak di Indonesia sepanjang tidak terbentuk

Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Seluruh tahapan disusun secara bertahap (step-by-step) guna memandu staf dan
peserta magang melewati alur administrasi Coretax yang ketat dan berurutan. Alur kerja
dimulai dari identifikasi dokumen sumber (invoice), penentuan tarif, dan pemetaan Kode
Objek Pajak (27-104-01 untuk jenis penghasilan jasa). Langkah tersebut dilanjutkan dengan
pengumpulan berkas administratif secara hierarkis, yaitu validasi Formulir DGT terlebih
dahulu, baru kemudian menyertakan Certificate of Domicile (CoD) dari IRS sebagai
dokumen pendukung pengganti sertifikasi. Setelah berkas dinyatakan layak, wajib pajak
diwajibkan melakukan perekaman e-SKD pada sistem Coretax untuk menerbitkan nomor
tanda terima digital, yang menjadi syarat mutlak agar sistem dapat membuka akses tarif
preferensial 0% saat pembuatan Bukti Pemotongan Non-Residen (BPNR) hingga pelaporan

SPT Masa PPh Unifikasi.

Implementasi manual book ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan
input, ketidaksesuaian dokumen, maupun kegagalan klaim fasilitas P3B pada sistem
Coretax. Dengan penyajian yang ringkas dan komprehensif, dokumen ini berfungsi sebagai
panduan operasional yang menjamin kepatuhan hukum perusahaan sekaligus sarana

pembelajaran serta standardisasi prosedur kerja yang efektif.
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